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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan yang telah dianalisis oleh Penulis, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Majelis Komisi dalam memutus Perkara Nomor 13/KPPU-L/2015 

mempertimbangkan perbuatan persekongkolan horizontal dan 

persekongkolan vertikal, serta pemenuhan unsur Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terdapat banyak persamaan dalam 

dokumen pengajuan yang diajukan oleh para Pemohon. 

2. Adapun analisis hukum yang terjadi dari adanya persekongkolan 

tender adalah dapat menciptakan hambatan bagi peserta tender 

lainnya yang justru lebih berpotensi untuk menang dan dapat 

menimbulkan kerugian pada Negara. 

 

V.1 Saran 

Persekongkolan dalam tender merupakan perbuatan yang dapat 

menimbulkan kerugian, sehingga perlu diadakan aturan yang khusus untuk 

mengatur hal tersebut. Ada beberapa  saran  yang  penulis sampaikan setelah 

melakukan  penelitian  di atas sebagai berikut: 

1. Persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1999 harus terus di upgrade mengingat semakin banyak 

pelaku usaha yang menggunakan perkembangan teknologi sebagai 

alat untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat. 

2. Demi terwujudnya iklim persaingan yang sehat, KPPU sebaiknya 

memberikan sanksi yang lebih tegas kepada para pelaku usaha jika 
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telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang 

melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
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